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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 64 TAITUN 2002
TENTANG

UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD 1HOC

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanazn tugas Hakim Ad
Hoc yang menangani perkara/sengkets niaga dan Nk Asusi manusia
pada pengadilan tingkat pertama, lingkat banding, atau tingkat
kasasi, dipandang perlu mengatur pemberian uang kehormatan bagl

Hakim Ad Hoc yang diangkat untuk mevangani perkara/sengkets
~tersebut dengan Keputusan Pregiden;

|. Pasal 4 ayat (1) Und:mg-Umlang Dasar 1945:

1970 tenang  Ketentuan-
ketentuan  Pokok  Kekuasaun Kehakiin

Tahun 1970 Nomor 74, Tambah

m - (Lembaran Negaya

an Lembaran Negara Nomor

2951) sebagaimana telah diubaly dengan Undang-undang Nomor

35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 N

Tambahan Lembaruy Negara Nomor 3879),

omor 147,

. Undangwundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pakok

Kepegawalan  (Lembaran Negara  Tahun 1974 Nonior 9,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebaguimana telah

diubah  dengan Undang-undang  Nomor 43 Tabun 1999
(Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890,

985 tentany  Mahkarman
Agung (Lembaran Negara Tuhun 1988 Nomor 73,
Lembaran Negars Nomor 33 16);

Tambahan

5. Undang-undang ...
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5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pevadilan Umum

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomaor 20, Tambahan Lembar
Negara Nomor 3327);

an

6. Undang-undang  Nomor 4 ‘Tahun 1998 tentang Penerapan

Peraturan  Pemerintahy Pengpeant Undang-undane Nomor )
RE & g

Tahun 1998 tewtang Perqbulin Atas Unding-undang lentang

Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Neg
(998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Ne

arg Talun
gara Nomor 3778);

7. Persturan Pemeringhy Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilun

Hak Asasl Manusia {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208,
Tambahay Lembaran Negara Nomor 4026},

MEMUTUSKAN .
Mnctapkaynt KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UAN

G KEHORMAYAN
BAGI IIAKIM AD HOC,

Pasal 1

Datam Keputusan Presidesn ing yang dimaksud dengan Hakim Ad
Hoe adalul seseorunyg yangkiiungkm dari Juae hakim Kurier yang
nemenubi persyaratn profesional, berdedikusi, dan herintegritus
inggi, menghayati Cita-Cita negara lidkwy dan negars Kesy

aheraan
ang bevintikan keadilan untuk nmeme

Viksa dan menyelesaikan suay
crkara/sengketa niaga, pelanggoven  hak axasi - manusiy,  dup

wkara/sengkera lainnya yang ditentukan oleh tadiang-undang,

Pasal 2 ..,
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Pagal 2

1) Kepada Hakim Ad Hoc diberikan vang, kehormyatan,

2) Unng kehormatan sebagaimana  dimaksud dalum ayat (1)

termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentwan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasnl 3

esiarnys vang kehormatan begl Hakim Ad Hoe adakah sebagaimany

rewntum dalam Lampican Kepunssan Presiden ini.

Pasal 4

g Kehormatan bugi Haklm Ad Hoe Yang menangani perkara hak

asi manusia diberikan terthitung mulai

ameyang bersangkutu
‘nangani perkara,

PPasal §

Dalam hal Hakim Ad Hoce hertempat tnggal di Juag wilayih

hukvm pengadilan yang mengadili perkara yang mengharuskan

Hakinm bersangkutan mengadakan perjalanan dinas, diberikan

biaya transportasi dan akomodus).

(2) Besarnya ...
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(2) Besarnya  biaya transportasi  dan  akomodasi sebagaimany
dimaksud  adalam ayat (1) adalab  sesuaj dengan  ketentuan
yang berlaku  bagi perjalanan  dinas Pegawalt Negeri  Sipil

Golongan IV, !

1

Pasal 6

Hakim Ad Hoc yang telah diungkat dun  melaksanakan tugas
menangani perkara sebelum berlakunya Kepatusan Presiden  ing,

diberikan Uang Kehormatan sesua dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Majelis Hakim dun Panitera/Panitera Pengganti yang menyidangkan
perkara  pada  Pengadilan  ak Asast Manusla Ad Hou
Pengadilan Niaga diberikan blaya oper

yang  besarnya  ditetapkan oleh A

dan
astonal penyelesaian perkara
Tenteri Keuangon aws usulan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiy,

Pasal 8
Ketentuan teknis pelaksanaay Kepotesan Presiden ini, diatur Jebih
lanjut oleh Menteri Kehakinan dan Hak Asasi Manusiy dan Menteri
Keuangan, baik secara bersama-samsa maupun sendivi-sendivi sesuaj

bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9 ..,
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Pasal 9

Keputusan Presiden inh mulai barfaku pada tangpal ditctapkan,

Ditetapkan di lakarta
padi tanggal 31 Agustus 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
; ud |
’ MEGAWATI SOEXARNOPUTRI

R L
—

inan sesu. cdengan aslinya

ARepud, Sekettaris Kabinet
R wﬁiﬁ@}}i fukum dan
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TANGGAL

64 TAHUN 2002
31 AGUSTUS 2002

BESARAN UANG KEHORMATAN BAG| HAKIM AD HOC

ladaise b — i

ol

HAKIM AD HOG DIAN(:KAT DARI
NE: THIGKAY PENGADILAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI $1PIL FEGAWAI NEGERI SIPIL
Pada Pesjadilan Tingkal | Niaga i
" Seiamit=nenangani perkara Rrj"r3.?50.0:39,Db'irulan Ry 2.560.000,00/ulan
" Selam:kndak menangan! perkara Rp 1.500.000,00/tulan Ry 500.000,00/bulae
ada PeRpadilan Tingkat | HAM
| " Selamimmenangani parkara R 3.750.000,00/bulan Ry 2 500.000,00% uian
”r * Seran:.q:iak mengangan! parkara Rp 1.500,000,00/buten Ry 500.000.00/6 a1
IL——p — P'L ———— ——

Pada Pesadilan Tingksl Banding HAM
. " Selem nenangani parkara
| Selamsidak menangani perkara

Rp 6,000.000,00/Lulen
Rp 2.000.000,00/buisn

Riy 4.000.060.00/Mulan
Rir  760.000,00/bulan

Fada Pwigadilan Tingkat Kasasi
(riakim smung Ad Hot) HAM

" SelamRynenangani perkara

" Selaminidak menangani perkara

L e

e e il L

Ipan.sesili dengan aslinya

_,t%
J

ehLy: E; elaris Kabinet
Bid ukum dan
thru undangan.
M d'l-'-v-lpl—’ é"‘"""'—'
'7.:- I‘a

Rp 3.0J0.090.00;'!:‘uiar‘|

AR M e AN AT L e 4 A

Rp 2.5660.000,00/bulan
Ry 1.000.000,00/buian
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
" ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTR|

TOTAL P. @7
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